BABYV
PENUTUP

5.1. Kesimpulan
Berdasarkan Analisis Yuridis Pemilihan Pengurus Koperasi Dalam

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Perspektif Syura (Studi Kasus

Pemilihan Pengurus Koperasi Sawit Bosa Sungai Aua Manjunjung Bilang

Nagari Sungai Aua Kecamatan Sungai Aur Kabupaten Pasaman Barat)

dapat disimpulkan bahwa:

1. Faktor Pemilihan Pengurus Koperasi Sawit Bosa Sungai Aua
Manjunjung Bilang adalah ingin menguasai kekuaasan hak seluruh
anggota untuk kelompok-kelompok yang rakus terhadap dana-dana
anggota koperasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme
pemilihan pengurus di Koperasi Sawit Bosa Sungai Aua Menjunjuang
Bilang tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 25
Tahun 1992. Pemilihan pengurus tidak dilakukan dalam forum Rapat
Anggota sebagaimana diamanatkan Pasal 29, bahkan sebagian besar
anggota tidak diundang dan tidak dilibatkan dalam proses
pengambilan keputusan. Pengurus yang terpilih bukan berasal dari
anggota koperasi dan tidak tercatat dalam buku daftar anggota, sehingga
melanggar Pasal 17-19 mengenai syarat keanggotaan. Pemilihan
dilakukan secara sepihak, tidak melalui musyawarah, dan tidak
memenuhi prinsip keterbukaan serta demokratis sebagaimana
dipertegas dalam Permenkop UKM No. 19/2015. Kondisi ini
mengakibatkan cacat hukum pada proses pemilihan dan melemahkan
legitimasi kepengurusan koperasi.

2. Penelitian menunjukkan bahwa praktik pemilihan pengurus koperasi
tidak mencerminkan prinsip syura yang menekankan nilai
musyawarah, keadilan, keterbukaan, dan partisipasi anggota.

Musyawarah tidak dilaksanakan secara inklusif, hak anggota untuk
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menyampaikan pendapat ditekan, dan keputusan hanya ditentukan
oleh kelompok kecil yang berkepentingan. Situasi ini bertentangan
dengan prinsip syura sebagai mekanisme penyelesaian urusan publik
yang menuntut proses konsultatif, adil, dan bebas dari pemaksaan.
Hilangnya nilai syura mengakibatkan kepemimpinan tidak lagi menjadi
amanah, munculnya ketidakadilan, perpecahan di antara anggota, serta
penyalahgunaan kewenangan oleh pengurus. Secara normatif, kondisi
tersebut menunjukkan bahwa pemilihan pengurus koperasi Sawit Bosa
Sungai Aua Menjunjuang Bilang tidak memenuhi prinsip syura baik secara
prosedural maupun substansial.
5.2. Saran
Berdasarkan Kesimpulan diatas, berikut penulis sampaikan saran
bahwa Dinas Koperasi dan Perdagangan Pasaman Barat sebagai instansi
yang membina dan sebagai wadah koperasi-koperasi yang berada
dibawah naungan Dinas Perdagangan dan Koperasi Usaha Kecil dan
Menengah (KOPERINDAG) harus lebih tegas dalam membina koperasi
yang melanggar undang-undang dalam pemilihan pengurus koperasi.
Selain itu, anggota koperasi selaku pemegangan hak kekuasaan tidak
boleh takut kepada pengurus yang tidak pilih dari anggota koperasi
karena itu akan membuat anggota koperasi lemah bila akan terjadi Rapat
Anggota Tahunan (RAT). Untuk PT sebagai pihak ketiga tidak boleh
menerima surat dari pengurus koperasi yang tidak dipilih dari anggota
koperasi karena di MOU ada pihak kelompok tani dalam hal mencairkan

dana.
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